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DENGAN RAHMATTL'HAN YANG MAH;J £.SA 

BlTPATJ MlNAHASA UTA.RA, 

I e 111 ru ban g : a. bahwa Jaminan Kesehatan Nasional merupakan bagian dari Sistern 
Jarninan Sosial asional dengan rujuan untuk mernenuhi kebuiuhan 
dasar kesehatan masyarakat, yang layak diberikan kepada setiap orang 
yang telah mernbayar iuran atau iurunnya dibayar oleh Pernerintah: 

b bahwa Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dirnaksud dalarn 
huruf a. d iklaim untuk mendapatkan pelayanan keseharan sesuai dcngan 
mekanisrne yang ditetapkan; 

c. bahwa setclah klaim diverifikasi Jun dibayarkan sebagai penggantian 
pelayanan kesehatan yang tclah diberikan. rnaka status dana klaim 
berubah rnenjadi penerirnaan atas jasa dan fasilitas kesehatan yang harus 
disetorkan langsung secara bruto kc Kas Daerah, sehingga penerirnaan 
dan penggunaannya waj ib rnasuk dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah: 

d. bahwa dana sebagaimana dimaksud dalarn huruf c. dapat digunakan 
untuk pembayaran jasa pelayanan. jasa rnedis dan jasa sarana berupa 
pembelian barang habis pakai serta kebuluhan operasional lainnya 
mclalui Rencana Kerja Anggaran dan Dokurnen Pelaksanaan Anggaran 
Rumah Sakit Umurn Daerah Maria Walanda Mararnis: 

e. bahwa dalarn rangka rnenyelcnggarakan Program Jarninan Kescharan 
asional sebagaimana dimaksud dulam huruf a di Rumah Sakit Umum.l 

I( 



Daerah Maria Walanda Mararrus, perlu diarur pcmanlaatan atas 
penerirnaan dana klaim; 

[ bahwa bcrdasarkan pertirnbangan xebagaimana dimaksud dalam huruf 
a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf'e. makn perlu ditetapkan Pcruturan 
Bupati Minahasa Uturu tentang Pernanfaatan atas Penenmaan Dana 
Klaim Jaminan Keschatan Nasional di Rurnah Sakit Utnum Daerah 
Maria Walanda Maramis Tahun Anggaran 2019: 

Meng ngat 1 Undang - Undang . ornor l 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembarun egara Rcpuhlik Indonesia Tahun 2003 Nornor 47. 
Tarnbahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 

Undang - Undang ornor 33 Tuhun 2003 tentang Pembentukan 
Kabuputen Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara ( Lernbaran 
Negara Republ ik I ndonesia Tahun 2003 Nemer 148. Tambahan 
Lembaran Negara Repuhlik lndoncsui Nomor 43-D): 

J. Undang Undang omor I Tahun 2004 tcntang Perbendaharaan Negara 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 ornor 5. 
Tambahan Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4355): 

4 Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 rentang Pcrirnbangan 
Kcuangun antara Pcmenntah Pusat dun Pemerintahan Dacrah 
( Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 omor l 26. 
Tambahan Lcrnbarun Negara Republik Indonesia "Jornor 4438): 

5. Undang Uudang Nomor 40 Tnhun 2004 tenrang Sis tern Jurrunun Sosia l 
usional (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

150. Tarnhahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 445(,). 

6. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tenrang Keseharan (Lernbaran 
egara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tumhahan 

l.cmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 ); 

7 Undang - Undang 1 omor +4 Iuhun 2009 rentang Rurnah Sak.it 
(Lernbaran cgaru Republik Indonesia Tahun 2009 Nemer 153. 
Tambahan Lernbaran 1 egara Republik Indonesia Nomor 5072): 

Undung - Undang Nornor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Pcnyclenggaraan Jaminan Sosia I ( L embaran Negara Republik Indonesia 
Tahun :w 11 Nomor l 16, Tambahan Le mbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 5256); t1 



9. Undang - Undang Nornor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah di.rubah 
beberapa kali rerakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 20 l 5 
rentang Perncnnrab Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nornor 58. Tnmbahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia omor 5679): 

I 0. Peraruran Presiden Nornor 111 Tahun 2013 ten tang Perubahan Atas 
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Keseharan 
l Lembaran Negara Republik Indonesia Ta bun 2013 Nornor 255 ): 

l l. Peraruran Menteri Kesehatan omor 7 J Tahun 2013 ten tang Pela ya nan 
Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional: 

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nornor 
131. 71.6 l I 6 Tahun 2015 rentang Pengangkaran Pejabat Bupau 
Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara: 

13. Peraruran Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapaian 
dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2019: 

I-+. Peraruran Bupati Minahasa Utara Nomor 5 tahun 20 I tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapaian dan Belanja Daerah Kabupaten 
Minahasa Utara Tahun Anggaran 2019: 

MEMUTUSKA ': 

Menetapkan PE:RATl"RA..~ BUPATT Mll\AHA A UTARA TEl\TANG 
P.E~IA'.\"FAATA.~ ATAS PENERIMJ\AN DAJ\A KLAIM JAMINAN 
KESEB.ATA~ NASIONAL DI RllMAJ:I SAKlT UMUM OAER-Ul 
\ilARfA WALANDA MARAMT TAHl ANGGARAl\ 2019 

BABl 
KETENTUAl\ l1l\Hll\l 

Pasal I 
Dal, m Peraturan Bupati ini. yang dirnaksud dengan : 

1. Duerah adalah Kabupateu Minahasa Urara: 
1 Pernerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkai Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pernenntahan Duerah: 
3. Bupari adalah Bupati M inahasa Urara: T(r 



4. Rumah Snkit Umurn Daerah. yang selanjutnya disingkat R:LJD adalah Rumah Sakir 
Umum Daerah Maria Walanda Mararnis: 

5. Direktur adalah Dircktur RSLJD Maria Walanda Mara1111s: 
6. Tenaga mcdis udulah doktcr spesialis, dokter umum dun dokrer gigi: 
7. Tenaga pelayanan adalah perawat. bidan: 
8. Tenaga pcnuujang medik adalah apoteker. assisten apoteker dan pctugas, auali 

laborutoriurn, petugas radiologi, ahli gizi dan fisiorcrapr; 
9. Tenaga tidak tcrlibut langsung adalah tenugu strukrural RS, peiugas rekam medik, tenaga 

adrrunrstrast: 
I 0. Tenaga pclayanan lainnya adulah Sopir Ambulance. cleaning ervicc. juru rnasak. tukang 

kc bun: 
11. Jauunan Keschaian Nasional. yang sclanjutnya disingkat JK adalah bagian dari sistcrn 

Ja1111nan Sosial ~asional yang diselenggarakan menggunakan mekanisme asuransi 
Kcschaian sosial yang hcrsifat wajib ( mandatory) berdasarkan Undang - Undang Nornor 
-Hl 1 ahun 2004 teutang SJSN dengan tujuan unruk mcrnenuhi kebutuhan dasar kcsehaian 
masyarakat yang layak diberikan kepada seriap orang yang telah me mbayar iuran atau 
iurannyu dibayar uleh Pcmerintah: 

12. Dana Jarninan Kesehatan Nasional adaluh bayaran atas jasa khusus disediukan dau/ atau 
diberikan olch Pcrnerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk kcpcntingan kesehatan 
bagi rnasyarakar miskin: 

13 . Jasa adalab kcgiaran Pernerintahan Daerah berupu usaha dan pelayanan yang mcnyebabkun 
harang, fasrlitas atau kcmanlaatun lainnya yang dapat dinikmati old, pribadi atau Sadan: 

14. Jasa Pclayanan adalah jasa yang disediakan aluu diberikan oleh Pcmerintah Pusat maupun 
Pemennrah Daernh untuk tujuan kepentingan dun kernanfaatan Pelayanan kesehatan 
masyurakat serta dapat dinikmati oleh pribadi atau Badan: 

15 . Jasa Sarana adalah jasa ya.ng disediakan atau diberikun oleh pemerintuh pusat rnaupun 
pernerintah daerah untuk tujuan kepentingan kemanfaaran keburuhan dalam menunjang 
pelayanan kesehaum kcpuda Masyarakat: 

16. Kcschutun udalah keadaan sehat, baik sccara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang 
mcrnungkinkan seriup orang untuk hid up produktif sec am sosiul dun ekonomis. 

17. Pelayanan kesehatan ada lah scgalu bentuk kegiaran pelayanan yang dilakukan oleh tenaga 
medix dun/ atau tenaga kcpcrawatan dun/ atuu tenuga lainnyu pada Rurnah Suk it Umum 
Daerah yang ditujukan kepada seseorang dalatn rangka observasi, pengobatan, perawatan. 
pernulihuu kesehatan dan rehabilitasi sorta akibat-ukibutnyu: 

I~- Pelayanan rawat jalan adulah pelayanun kepadu pasien untuk observasi, diagnosis, 
pcngobatan. rchubilitasi medik, clan pelayanan kesehatan lainnya tanpa cinggal di niang 
rawa1 inap: 

19. Pclaynnun rawc1t i.nap adalah pelayanan kepada pa::.ien untuk observasi, perawntan, 
diagnosis, pengobatun. rehabilitasi medik. dan atau kcschacan lainnya dcngan mcncmpati 
ternpat tidur pada ruang rawat inap; Jt- 



20. Tindakan mcdik operarif adalah tindakan pernbedahan yang mengunakan pembiusan 
umum dun atau pembiusan lokal; 

21. Pengajuan klaun adalah suaru rangkaian kegiatan mulai da.ri penghimpunan data objek dau 
subjek klaim, penentuan besarnya klaim yang terutang sarnpai kegiaian penagihan klaim 
sertu pengawasan penyerorannya. 

12. INA-CBG's adalah Indonesia Case Base Group's adalah seperangkat software unruk 
mernbuat pengajuan klairn Jaminan Pelayanan Kesehutan . asional di Rumah Sak it Tipe 
D 

23. ICD-10 dan ICD-9 ada lab indeks code d iagnosa merupakan buku manua I yang menjadi 
acuan unruk mernbuat coded iagnosa suatu penyakit. 

24. Sadan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya disingkat BPJS 
Kescharan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program 
Ja1111nan sosial d: bidang Kesehatan. 

BAB fl 
MAKSUD DAN TUJUA ~ 

Pasal1 
Maksud dan Tujuan dnri Peraruran Bupati ini adalah mernberikan acuan kepada Perugas yang 
mernberikan Pelayanan Keseharan dan pihak-pihak terkan dalarn penyelenggaraan Program 
Jauunan Kesehatan Nasional. 

BAB HJ 
TATA CA.RA PELAKSA1'iAA.'\ l(LAlM 

Pasal3 
Tata cara peluksannan klaim Jaminan mel.ipuri : 

a. Klaim diajukan berdasarkan software Indonesian Case Base Group's: 
b. Pctugas pelayannn dan pcrawatan mengisi data pclayanun di tempat masing-rnasing: 
c. Petugas rekam medik mencatat dan menyirnpan data status pasien: 
d. Perugas unit pengelola Jaminan Kcscharan bagian coder mclakukan coding diagnosa 

pclayanan rnenurut lCD-10 clan [CD-9 CM; 
e. Unit pcngclola Jarninan Kescharan bagian Klaim Ru mah Sa kit menerirna entri data dengan 

software TNA-CBG'"· mernverifikasinya dau mengrrirnkan pada verifikator badan 
penyclenggara Jaminan sosial: 

f Bagian verifikator BP JS menerima data yang terkcrna - dalam .ebuah file: 1,\- 



BAR IV 
ALOKA 1 PID1Ai\rAATAN ATA PENERIMAA:\ OANA KLAIM JKN 

Pasul 4 
(I) Pemanfaatau atas pcnernnaan dana klaim Jarmnan Ke .ehatan Nas ional diutarnakan untuk 

mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan pcnyelenggaraan Pelayanan 
Kcschatan di Rurnah Sakit Uruum Dacrah Mario Walanda Mararnis baik jasa sarana 
maupun jasa pelayanan. 

(2) Alokasi pemanfaatan sebagaimana dirnaksud pada pasul (I) ditctapkan dulam Anggnran 
Pcndupatan dan Belanja Dacrah melalui Dokumen Pclaksanaan Anggarun Rumah Sak it 
Umum Daerah Maria Walanda Maramis. 

Pusal 5 
(I) Alokasi pemanfaatan atas penerimaan dan untuk Jasa Pelayunan sebagaimana dimak ud 

dalam pasal 4 ayat ( 1) adulah biaya Operasional kepada perugas penyelenggara yang 
mernberikan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umurn Daerah Maria Walanda 
Mararnis kepada peserta program Jaminan Kesehatan ' asionul. 

(1) Biaya Operasional sebagaimana dirnaksud pada ayut (I) diberikan unruk rnemotivasi 
peningkutan kualitas pclaynnan petugas ynng membenkan pclayauan kesehatan di Rumah 
Sak it Umum Daerah Mario Wnlanda Maramis dalarn rangka rncnunjang peningkatan 
peluyunan kesehatan di Daerah. 

(J) Biaya Operusional scbagaimana dimaksud pada ayar (2) diberikun per kegiaran 
pclayanan. 

Pusal 6 

Jum ah Jasa Pelayanan scbagairnana dimaksud dalarn pasal 5 ayat ( 1) dihitung herdasarkan 
persentasc dari total jasa yang diberikan dan dibagi bcrdusarkan basil kcscpakatan bcrsumn 
dala n rapat antara direktur dengan scluruh renuga kesehatan dan tcnuga non kexehutun di rumah 
sakit: 

Pasal 7 

R inciau persentasi jasa pelnyanan sebagaimana dimaksud dularn pasal 6 ditetapkan meliputi : 
a. Unruk pelayanan rawat jalun: 
b. Unruk pelayanan raw at inap: 
c. Unruk tindakan medi.k cperatif; 

Pas al 

(I) Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dnlam pasal 7 huruf a diatur scbagm 
berikut: ~- 



a. Jasa arana 50°10 ( lima puluh persen): 
b. Jasa Pclayanan 50% (lima puluh persen); 

(2) Jasa Pelayanan sebagairnana dimaksud pada pasal · ayat (1) huruf b diatur sebagai 
berikut: 

I. Jasa Pelayanan dokter spesiahs I<<% (delapan belas persen) 
.2. Jasa Pelayanan dokter umum 17% (tujuh belas persen) 
3. Jasa Pelayanan perawat, bidan 33% (tiga puluh tiga persen) 
4. Jasa Pelayanan tenaga penunjang med is I 0% (sepuluh persen) 
' J asa Pelayanan tenaga tidak terl ibat langsung 14°,o ( em pat be las persenj 
6. Jasa Pelayanan tenaga pelayanan lainnya 3%, (uga persen) 
7. Jasa Pelayanan untuk Direktur 5% (lima persen) 

Pasal 9 

(I) Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalarn pasal 7 huruf b diarur sebagai 
berikut: 
a. Jasa Sarana 50 "o (Iirna puluh persen) 
b. Jasa Pelayanun S01h ( Lima puluh pcrsen) 

(2) Jasa Pelayanan sebagaimana dirnaksud pada pasal Y ayar (I) huruf b diarur sebagai 
berikut: 

I. Jasa Pelayanan dokter spesialis 18% (delapan bclas persen) 
2. Jasa Pelayanan dokrcr umum 17°10 (rujuh belas persen) 
~. Jasa Pclayanan perawat. bidan 33°·n (tiga puluh tiga persen) 
-+. Jasa Pelayanan tenaga penunjung med is I 0%, (sepuluh persen) 
5 . Jasa Pclayanan ienaga tidak tcrlibat langsung 14% (ernpat belas persen) 
6. Jasa Pelayanan tenaga pelayanan lainnya 3% (uga perseu) 
7. Jasa Pelayanan untuk Direktur 5° 11 ( lirna persen) 

Pasal IO 

(I) Tindakan medik operarif sebagaunann dimaksud dalam pa al 7 huruf c diarur sebagai 
bcrikut 
a. Jasa Sarona 50 °·o (Iirna puluh pcrsen) 
b. Jaso Pclayanan 50~o (Iima puluh person) 

(2) Jasa Pelayanan sebagaimana dirnaksud pada pasal IO ayat (I) huruf b diatur sebagai 
bcrikut: 
a) Opcrasi Secrio Caesarea 

a. Jasa Operator setinggi-tingginya 40°/rj (empat puluh persen) 
b. Jasa Anasresi setinggi-ringginya 23%1 (dua puluh iiga persen) 
c. Jasa Penata Anastesi setinggi-tingginya 7<% (tUJUh persen) IJ+. 



d. Jasa Pcnenrna Bayi setinggi-tingginya 15%( lima bclas hclas persen) dcngan 
pernbagian 13% (tiga be las person) unruk Doktcr Anak dan 2% (dua person) unruk 
bidan/perawat pencrima bay, 

e. Jasa Petugas karnar opernsi setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) 
f Jasa Perawat ruangan seringgi-tingginya 5% ( lima persen) 

bj Opera I Mata 
u. Jasa Operator <cunggi-tingginya 70% (tujuh puluh persen) 
b. Jasa Petugas Ka mar Operasi setinggi-tingginya 20°/ci (dua puluh persen) 
c. Jasa Perawat ruangan setinggi-ringginya I 0% ( lima persen) 

c ) Operas] selain Sectio Caesarca dart Mata : 
a . Jasa Operator setinggi-tingginya 45% (ernpar puluh lima per en) 
b. Jasa Anastesi setinggi-tingginya 25% (dua puluh tigu persen) 
c. Jasa Penatu Anastesi setinggi-tingginya 7.5% (tujuh pcrsen) 
d . Jasa Perugas karnar operasi seringgi-tingginya 12.5% (sepuluh persen) 
e. Jasa Perawat ruangan setinggi-tingginya I 0%, ( sepuluh person) 

Pasal 11 

( 1) Tim Pcngcloln Teknis administrusi klaim jasa pclayunan yang bersumbcr dan Jarninau 
Kesehatan asionul ditetapkan dengau keputusan direktur; 

(2) Honor Tim pengelola sebagaimana dimaksud puda ayat {I} dibebankan dalam pembagian 
jasa pclaynnun sebesar 5% (limn persen) dari total J,H,a pelayanan: 

BABV 
PE~ENTL'A.\ PEMBAYARAJ'II DA~ TF.MPAT PEMBA\'ARAN RF.TRIBU. I 

Kesa tu 
Peueuruan Pcmbayaran 

Pasal 12 
(I) Klaun dana peluyanan Jaminan Kcschatan asional yang terurang dapar dicairkan dari 

bank BRI. 
(2) Dano sebagaimana dirnaksud pada uyat t 1} ridak dapat digunakan sccara langsung. 
(3) Pcnentuan pembayaran pelayanan kesehatan Jannnan Kc cha tan Nasional dengun 

menggunakan software INA CBG's yang dianggap xah unruk dijadikan scbagai bukri 
ketetupun. Di 



Kedua 
Ternpat Pembayaran 

Pasal 13 
Dana klaun Jarmnan Keschatan Nasional disetorkan ke Kas Daerah me la Jui Bank yang ditunjuk 
oleh Pemerintah Daerah atau rernpat pelayanan jasa oleh petugas loket yang ditentukan oleh 
Dire ktur. 

BAB vi 
TATA CARA PE~GAJUAN KLA1M 

Pasal 14 
(I) Rurnah Sakit Umurn Daerah Maria Walanda Mararnis dapat mengajukan klaim ata: Jasa 

Pelayanan dan Jasa Medik setelab rnernperoleh pernbayaran dari BPJS dun sudah 
diserorkan kc kas daerah, 

(1) Besaran klaim yang diajukan mengikuri ketentuan pada pasal 8. pasal 9. pasal IO dan pasal 
11 dan Peraturan Bupati ini. 

( J) Bendahara rnengajuka n kl aim kepada pengelola keuangan daerah sesua i atura n 
peugclolaun keuangan daerah yang berlaku. 

BAB VII 
TATA CARA PENGAWASA, 

Pasal 15 
( 1) Bupati dapat melakukan pengawasan melalui unsur Saruan Kerja Perangkat Daerah terkait 

unruk menguji keparuban pemenuban kewajiban pemunfaatan dana Jarninan Kesehatan 
Nasional dalarn rangka melaksanakan ketentuan peraruran perundang-undangan yang 
berlaku. 

(2) Dalam pengaw usan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ). petugas Pengelo la ' 
Penyelenggara Jaminan Ke ehatan . ·asional di Rurnah Sak it Umurn Daerah Maria 
Walanda Mararms diwajibkan unruk : 
a. Memperlihatkan dan atau meminjarnkan buku catatan. dokumen yang rnenjadi 

dasarnya dan dokurnen lain yang berhubungan dengan pernanfaatan dana klairn 
Jauunan Kesehatan Nasional yang terutang: 

b. Memberikan kesernpatan unruk mernasuki ternpat atau ruangan yang dianggap perlu 
dan memberikan bantuan guna kelancaran pengawasan dan/ atau: 

c. Memberikan keterangan yang diperlukan. 1)r 



BAB VIII 
KETE1'TUAN PE:\'lJTUP 

Pasal 16 
Peraturan Bupati iru mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar seiiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati iui dengan 
penempatannya dalam Berira Daerah Kabupaten Minahasa Utara. ~ 

Ditetapkan di 
Pada tanggal 

: Airrnadidi 
: J j~r'\44f't ..l..Dl9 

Diundangkan di 
Pada tanggal 

Airmadidi 
? J a,iU(:tri .:20t~ 

SEKRETARlS DAERAH 
KABlJPATEN M~AHASA UTARA, 

\ I 

JEMMY H KliHU 

BERITA DAERAH KABUPATEN MlNAflASA UTARA TAHUN 2019 NOMOR 4 
PARA.F KOORDil\ASL 
PJ . Kasubag, Kcuan ran 
PJ Kabau. Umum dan Keuan ran ·t~ 

Asi-rcn Pemerintahun Jan Kesra 
I Sckretom Duerah Kabu atcn 

Wakil Bu. a11 Minahasa Utarn 

Bu ati Minahasu L Iara 
Dengan IIormat untuk 

ditandatansam 


